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BAB IV 

PELUANG AI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA 

 

 Dalam bab ini penulis mengeksplorasi peluang AI diberikan status subjek badan hukum 

atau AI Personhood, yang memiliki identitas sebagai pribadi hukum. Berdasarkan teori dan 

definisi para ahli baik dari pemahaman terkait subjek hukum dan badan hukum, AI dan contoh-

contoh kasus dan perbandingan pengaturan subjek hukum dari negara lain dan menelusuri 

landasan yuridis, baik yang telah dibukukan seperti KUH Perdata, dan perundang-undangan badan 

hukum yang menyangkut Perseoroan tentang subjek yang dibahas yakni AI. 

   

 Meski minat terhadap AI meningkat oleh akademisi, industri, dan lembaga publik, namun 

tidak ada definisi standar yang dapat dijelaskan dalam mengidentifikasikan AI secara jelas. 

Pengertian umum terhadap AI, masih dalam ruang lingkup kecerdasan yang abstrak dan 

kecerdasan yang dimengerti secara umum, dan sebagai objek yang dibuat oleh manusia. Bahkan 

pterkait status AI dalam hukum, masih menjadi perdebatan, apakah AI dapat diberikan identitas 

hukum. Hal ini dapat ditemukan pada pembahasan awal penulis menyoroti pernyataan Komisi 

pada perusahaan.  

 

 Berdasarkan teori dan definisi para ahli baik dari pemahaman terkait subjek hukum dan 

badan hukum dan definisi-definsi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis 

akan kembali merujuk pada pemahaman subjek hukum  (Harahap 2016)79 yang menyatakan 

ba bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum, 

perseroan juga bisa menjadi badan hukum yang mempunyai hak (right) dan kewajiban (duty) 

.80 Harahap menjelaskan lebih lanjut; menurut hukum setiap apapun yang 

mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum81 dan dengan 

demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia. Penulis menilai berdasarkan pemahaman 

ahli maka Artificial Intelligence atau AI dapat diberikan status hukum atau kepribadian hukum, 

meskipun AI bukan berwujud seperti manusia atau orang. 

 

                                                        
79 Harahap. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, -Ed 1, Cet.6  Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.52. 
80 Id. 
81 Id. 
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 Selanjutnya, Harahap menegaskan bahwa subjek hukum dapat lahir melalui proses hukum 

adalah badan hukum, karena sifatnya buatan, atau dalam bahasa Inggris identifikasikan dengan 

artificial legal person

tidak fiktif (fictitious) tetapi nyata-nyata ada melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat.82 Paham Harahap dapat ditemukan dalam implementasi 

Chatbot

pelanggan. Adapun (Iswandi 2018)83 yang mendokumentasikan sebuah studi kasus pada usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni HDKreasi. UMKM tersebut menggunakan AI yang 

mampu melakukan pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan dan informasi 

atau laporan mengenai transaksi penjualan, serta informasi-informasi lainnya.84  

 

 Lalu jika subjek hukum tidak serta merta harus berwujud manusia yang dilahirkan secara 

alamiah, bagaimana AI dapat dijadikan subjek hukum? Kembali penulis merujuk pada paham 

Harahap, yakni subjek hukum dapat lahir akibat proses hukum (legal process), terkait hal ini 

penulis akan merujuk pada perbandingan pengaturan subjek hukum perdata di negara lain yakni 

pemerintah Kota Shibuya Tokyo, dengan memberikan Ijin Tinggal Tetap (citizen residency). Bot 

berdomisili dalam sebuah aplikasi LINE dan memiliki kartu 

identitas resmi. (Rosyadi 2017)85 

 

Gambar 5. AI pertama yang diberi KTP di Jepang 

 

                                                        
82 Id. 
83 di 

, hlm.2. 
84 Id. 
85 inet.detik.com, 7 Nopember 2017. Diakses 4 
September 2020.  
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3716075/kecerdasan-buatan-punya-ktp-di-jepang 
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 Adapun pemerintah Jepang yang mengajukan permohonan kepada Kementerian 

a special Permanent Residence, atau , dengan 

Pedoman Izin Khusus Tinggal di 

Jepang Oktober 2006 telah direvisi Juli 2009 (oleh) Biro Imigrasi, Kementerian Kehakiman.86  

 

 

menilai ada dua kemungkinan peluang AI diakui sebagai subjek hukum perdata dengan merujuk 

subjek hukum dapat lahir melalui proses hukum adalah 

badan hukum, karena sifatnya buatan artificial 

legal person

Shibuya yang diberi

hukum dapat lahir melalui proses hukum adalah badan hukum yang adalah orang dalam hal ini 

penulis menilai benar.  

 

-mana bahkan melakukan bisnis ditengah-tengah masyarakat, 

maka contoh terkait AI yang digunakan oleh HDKreasi selaras dengan konsep subjek dan badan 

hukum yang dapat melakukan transaksi perjanjian-perjanjian, hubungan hukum, dan dalam sistem 

perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam Ketentuan Umum UU ITE Pasal 1 ayat (2) 

 perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

Penerima 

adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari 

Pengirim m diantara penerima dan pengirim, dalam hal ini ada dua interaksi 

berpikir dan memberikan output atau hasil, yang setara dengan kemampuan manusia. 

 

                                                        
86 Stay in Japan October 2006 
Revised July 2009 Immigration Bureau, Ministry of Justice. Article 50, (iv)  The Minister of Justice finds grounds 
for granting special permission to stay, other than the previous items 
 http://www.moj.go.jp/content/000048156.pdf 
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 Penulis menilai contoh diatas dapat dijadikan pertimbangan oleh  Komisi Eropa terkait 

um 

yang ditugaskan pada perusahaan.  

 

 Terkait AI, penulis menilai perlu menapak tilas konsep yang dibuat oleh seorang 

The 

Imitation Game  manusia yang diimpartasikan kedalam 

sebuah mesin. Konsep ini lahir pada masa Perang Dunia Kedua selanjutkan sebut AI, untuk 

memecahkan kode rahasia sebuah mesin komunikasi tentara Jerman yang diberi nama Enigma.  

 

Melalui formula yang berisikan angka-angka dan sandi-sandi hasil pemikiran Turing, digunakan 

tentara Jerman sedang tidak berkomunikasi dengan sekutunya. Maka ketika Bombe berhasil 

jutaaan umat manusia diseluruh dunia, ketika PD2 berakhir di tahun 1945. 

 

 Lalu bagaimana dengan kemungkinan kedua yang dipertanyaan oleh Komisi Eropa yakni 

AI Persoonhood

dua teori mengenai badan hukum, yakni Teori Fiksi dan Teori Kekayaan yang menjadi landasan 

Yuridis terciptanya badan hukum. 

 

badan hukum dianggap buatan negara, dimana sebenarnya 

badan hukum itu tidak ada, hanya orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan 

sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum

kekayaan badan hukum 

itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya tiap 

hak tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan .  

 

Maka penulis mencermati rancangan pemerintah telah di dokumentasikan dalam Strategi Nasional 

Kecerdasan Artifisial 2020-2045, setidaknya selama 25 tahun kedepan pemanfaatan AI, berpotensi 

memberikan peningkatan produktifitas bagi bisnis, efisiensi investasi pemanfaatan sumber daya 

manusia, dan inovasi di berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, 
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hankam, transportasi, dan kelautan. AI dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah 

infrastruktur yang hemat biaya, memberikan layanan sosial yang efektif, merencanakan sumber 

daya pendidikan yang berkualitas, membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat, 

membangun pasar digital yang nyaman, membantu pemerintah dalam memberikan layanan 

terbaik di sektor- dan lain sebagainya. Maka penulis menilai kekayaan yang 

melekat kepada AI terikat pada tujuannya  dan tiap hak tidak ditentukan oleh subjek tapi suatu 

tujuan.  

 

 Berlandaskan pada Teori Kekayaan yang menyatakan bahwa hak ditentukan oleh suatu 

tujuan bukan oleh subjek, maka teori ini membuka peluang bagi AI dapat diberikan status badan 

hukum (legal entity) yang memilik hak setidaknya atas penemuan atau invensi baru yang 

diciptakan oleh AI. Contoh sebuah penemuan yang dihasilkan oleh Dabus.AI tidak dapat 

dipatenkan karena pre-

-

nilai dan dapat menjadi solusi bagi peradaban manusia hari ini dan dimasa yang akan datang.  

 

Merujuk pada paham Faggella87 bahwa AI adalah;  an entity (or 

collective set of cooperative entities) able to receive inputs from the environment, interpret and 

learn from such inputs, and exhibit related and flexible behaviours and actions that help the entity 

.  

 

 Penulis m kumpulan 

kolektif entitas koperasi -masukan dari lingkunganya, 

menginterpretasikan dan belajar dari masukkan-masukkan yang diterimanya, yang selalu 

berkembang dan memiliki perilaku yang fleksible dan tindakan, berdasarkan situasi yang 

berkembang yang akan membantu entitas tersebut mencapati tujuan dan objektif tertentu selama 

mi-

inputs machine learning) atas koding-koding, simbol-

simbol yang di susun terstruktur (algoritma rammer (terkait 

designe

                                                        
87 What is Artificial Intelligence an Informed Definition  
https://emerj.com/ai-glossary-terms/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition/ 
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tangible, badan, casing

kolektif.  

 

Dengan demikian penulis menilai AI pada 

 AI tidak eksis, dan tanpa AI manusia tidak dapat menciptakan inovasi-

inovasi mutakhir yakni teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan perekonomian dalam 

perindustrian, pelayanan publik dan privat, dan sebagainya di era Industri 4.0.  

 

Lalu terkait tanggungjawab (duty) maka melalui Teori Fiktif yang telah dijadikan landasan Yuridis 

terciptanya badan hukum, teori ini dapat menjawab perihal tanggungjawab yang dapat dibebankan 

kepada entitas badan hukum. Seperti yang penulis sudah paparkan pada Bab III, AI memiliki 3 

(tiga) organ yang ketiganya tidak dapat terpisahkan agar mencapai tujuannya, adapun 3 (tiga) 

organ AI adalah: 

a) Unit penyimpanan (yakni perangkat lunak) 

b) Unit Pelaksana (yakni perangkat keras) dan 

c) Unit Kontroller  (yakni aturan main, algoritma) 

 

 Maka ketiga organ AI tersebut dapat dijadikan satu entitas dan dapat dijadikan keSATUan 

objek yang adalah hak subjektif dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika 

si subjek hukum (orang) melenceng dari aturan main yang telah ditetapkan olehnya sendiri. 

artificial body of organs

-org

unit, dalam Perseroran Terbatas (PT) seperti RUPS, Direktur dan Komisioner atau dalam perihal 

organ tubuh Koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus, dan kedua 

memilki AD (Anggaran Dasar) dan aturan main 

melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam menjalankan badan usahanya. 

 

 Berdasarkan teori kekayaan juga maka negara dapat memberikan status badan hukum 

kepada AI, karena AI memiliki unsur-unsur yand ditetap kan pada badan-badan hukum. Melalui 

pada perusaahaan, maka dengan kerangka pemikiran Harahap bahwa bukan manusia perorangan 

saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum, akan tetapi perseroan pun bisa menjadi 
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badan hukum yang mempunyai hak (right) dan kewajiban (duty) .88 Bicara 

kewajiban maka, kewajiban atau tanggung jawab dapat dialihkan kepada Pengurus dalam bentuk 

badan usaha Koperasi dan Direktur dalam bentuk badan usaha yang dapat melukan hubungan 

hukum dalam lalu lintas hukum yang dapat digugat dan menggugat dan berhadapan pada Hakim 

jika ada kerugian yang disengketakan dalam sistem hukum keperdataan.  

 

Sebagai tambahan unsur dari pendirian badan hukum adalah adanya domisili yang jelas, begitu 

pula AI dengan diberikan status badan hukum maka dapat diajukan permohonanya kepada 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum negara yang memberikan legistimasi 

pendirian badan-badan hukum di negara RI. 

 

 Terkait pemberian tanggung jawab keperdataan maka penulis merujuk pada perluasan 

Perdata yang menjelaskan secara eksplisit seperti berikut: 

 

Berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata kerugian merupakan suatu perbuatan yang 

tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan bertentangan pula dengan hak 

subyektif orang lain, kewajiban si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. 

Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan, maka pemilik hewan peliharaan 

tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian  

bagi orang lain. Maka secara yuridis kerugian yang diakibatkan oleh hewan telah dikodifikasikan 

dalam hukum pada Pasal 1368 KUH Perdata.  

 

hakikatnya hewan bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hewan itu sendiri, maka yang dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya ialah pemilik atau pemakai daripada hewan tersebut sejauh dapat 

dibuktikan ia sedang menggunakan hewan itu, dalam pengertian lain, bahwa hewan memang 

terbukti milik si pemilik. Pertanggungjawaban bukan hanya yang disebabkan perbuatan-

perbuatan, melainkan juga at  

 

Maka perluasan identitas subjek hukum terkait AI yang dinilai adalah objek buatan manusia oleh 

                                                        
88 Id. 
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konsep HaKI pertanggung jawaban dapat dialihkan kepada si empunya AI yang adalah agen atau 

-

memampukan AI berpikir secara otonom yang menghasilkan kerugian bagi pihak lain.  

 

-invensi 

self-declaration

programmer ilik atas Invensi selama 

waktu yang ditentukan oleh hukum, jika Paten maka 30 tahun dan Haki sampai 70 tahun terhadap 

hak kekayaan intelektualnya.  

 

 ranscendental

tidak berakhir pada saat manusia meninggal karena hak kekayaan masih dapat diberikan kepada 

manusia yang dapat dihibahkan dalam bentuk hak waris terhadap orang lain yang menurutnya 

layak. 

 

I. Contoh  

No. Contoh Kasus Landasan Hukum Pendapat Ahli 

189 Status Kewarganegaraan Arab Saudi terhadap 
humanoid Sophia, terlepas dari 

diskursus, namun pemimpin negara tertinggi 

ini 
menandakan bahwa robot dapat dijadikan 
subjek hukum negara Arab Saudi, Sophia 
mendapatkan hak untuk dilindungi, jika 
merujuk pada teori kewarganegaraan, 
meskipun pemimpin tertinggi berseberangan 

 
 
 

Merujuk pada;  
Kingdom of Saudi 
Arabia Ministry of 
Interior Ministerial 
Agency of Civil Affair.  
 
The Saudi Citizenship 
System was approved by 
the Cabinet according to 
the Decision no. 4 dated 
in 25/1/1374 Hijra, as 
follows  
 
 

Wali amanat, ketua Hakim 
menyatakan bahwa 

kepribadian hukum adalah fiksi; 
sesuatu yang dibuat oleh manusia 
melalui sistem hukum. Maka 
manusia dapat memutuskan apa 
yang harus diterapkan dan apa 

 
 

2 Pemerintah Kota Shibuya, Tokyo, 
memberikan Ijin Tinggal Tetap (citizen 
residency) 
Residence, terhadap sebuah 

dan sudah ditetapkan status hukumnya oleh 
Menteri Kehakiman.  
 
 

Pasal 50 
(iv) Menteri Kehakiman 
menemukan alasan untuk 
memberikan izin khusus 
untuk tinggal, lainnya 
Dari item sebelumnya 
 
Appendix II 
 

Wali amanat, ketua Hakim 
 bahwa 

kepribadian hukum adalah fiksi; 
sesuatu yang dibuat oleh manusia 
melalui sistem hukum. Maka 
manusia dapat memutuskan apa 
yang harus diterapkan dan apa 

 
 

                                                        
89 Kerajaan Arab Saudi Kementerian Dalam Negeri Badan Kementerian Urusan Sipil Sistem Kewarganegaraan 
Saudi telah disetujui oleh Kabinet berdasarkan Keputusan No. 4 tertanggal 25/1/1374 Hijrah
https://www.refworld.org/pdfid/3fb9eb6d2.pdf 
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Article 5090 
 
(iv)  The Minister of 
Justice finds grounds for 
granting special 
permission to stay, other  
than the previous items  
 
2, 3 (Omitted)  
Appendix Table II  
Those who are permitted 
permanent residence by 
the Minister of Justice.  
 

                                                        
90Guidelines on Special Permission to Stay in Japan October 2006 Revised July 2009 Immigration Bureau, 
Ministry of Justice. Article 50, (iv) 
 http://www.moj.go.jp/content/000048156.pdf 
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

 

 Penulis menyimpulkan berdasarkan analisa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

berdasarkan teori-teori dan contoh kasus dari beberapa negara, maka pemberian status hukum 

kepada AI baik sebagai subjek hukum maupun badan hukum memiliki peluang untuk para 

pemangku kebijakan dan terlebih untuk membuka ruang diskusi bagi para akademisi, peneliti dan 

masyarakat, terlebih pemerintah yang akan menerapkan sistem AI baik dalam sektor privat 

maupun sektor publik.  

 

Bahwa pemberian status AI Personhood dapat diberikan dengan merujuk kepada teori ahli 

Harahap bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek 

hukum dan badan hukum, perseroan juga bisa menjadi badan hukum yang mempunyai hak (right) 

.91 Harahap menjelaskan lebih lanjut; menurut hukum 

setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan 

hukum92 dan dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia. Penulis menilai 

berdasarkan pemahaman ahli maka Artificial Intelligence atau AI dapat diberikan status hukum 

atau kepribadian hukum, meskipun AI bukan berwujud seperti manusia atau orang.  

 

Terkait hak dan tanggung jawab, dengan definisi yang ada dalam hukum, yang menitikberatkan 

-inovasi baru 

dalam contoh kasus Paten, dimana Dabus. AI dapat membuat penemuan baru akan tetapi 

penemuan tersebut tidak dapat di Patenkan, padahal inovasi tersebut memiliki kekayaan dan 

prinsip yang terkandung dalam Hak Paten.  

 

Kedua kemampuan AI mereproduksi suatu karya yang adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta, 

namun karena AI tidak diberikan status hukum, maka pertanggung jawaban dalam pelanggaran 

                                                        
91 Id. 
92 Id. 
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HaKi tidak dapat disengketakan. Tentunya jika hal ini berlanjut akan banyak kerugian yang 

diakibatkan oleh AI yang dapat secara otonom, terbukti dapat membuat kreasi-kreasi baru yang 

bukan hak cipta awal adalah miliknya. 

 

Penulis menilai bahwa status Perseroan yakni badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang 

terpisah, dengan suatu tujuan tertentu yang  berkaitan dengan AI jenis AI (ANI) maka penulis 

menilai AI memiliki peluang untuk diberikan status badan hukum Koperasi, dengan konsep badan 

hukum ini yang berasaskan para anggota dan Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang 

bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Maka tanggung jawab terhadap 

hal apa saja yang dirancangkan dalam pemograman AI dapat diberi pertanggung jawaban. 

 

Maka dengan AI diberikan status badan hukum maka Hak dan Tanggung jawab dapat 

direprensentasikan kepada Pengurus yang ditunjuk yang dapat berperkara di dalam dan di luar 

penggadilan. 

 

Penulis merujuk pada Pasal 1 Ayat (4) dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu 

Data Indonesia ini lah yang menjadikan penentu bahwa kecerdasan buatan dapat diberikan status 

subjek hukum. 

 

Maka status subjek hukum tidak serta merta lahir secara alamiah, badan hukum yang tidak 

mempunyai wujud, tidak dapat dilihat, tidak berbentuk manusia maka oleh hukum diberkahi, 

gifted. Maka dalam konteks pemberian atau diberkahi, seharusnya kecerdasan buatan dapat 

.  

 

V.2 Saran 

 

1. Memperluas definisi subjek hukum orang tidak serta merta manusia  

2. Menambahkan frasa Kecerdasan Artifisial dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan 

lainnya yang berhubungan dengan AI untuk memberikan kepastian definisi yang dimaksud oleh 

pembuat Undang-Undang bukan hanya sebagai sistem elektronik 

3. Membuka ruang diskusi publik yang melibatkan seluruh disiplin ilmu untuk membahas dan 

menyatukan visi dalam membuat kerangka regulasi. Maka perbincangan terkait legalitas AI 

disarankan dimulai oleh para civitas hukum  
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4. Memiliki keterbukaan dan pemikiran yang progresif dalam melihat arah kebijakkan negara yang 

AI sentris seperti yang tercantum dalam AI Stranas AI, diperlukan terobosan dan pemikiran-

pemikiran yang revolusioner agar tidak menghambat lahirnya inovasi-inovasi yang memiliki nilai 

ekonomis dan terlebih menjadi jawaban kebutuhan masyarakat  
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